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ABSTRAK

Nurul Wahdaniyah. 2020. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-
19 di Kabupaten Gowa yang di bimbing oleh Ibunda Nuryanti Mustari. selaku
pembimbing I dan Ayahanda Muhammad Randhy Akbar selaku pembimbing I1.

Penelitian ini bertujuan untuk menj rumusan masalah yang telah di
kemukakan untuk mengetahui \-: almn Pemganan Covid-19 di
Kabupaten Gowa. Mﬂdﬂl pe : - adalah deskriptif
kualitatif. Adapun i panelitian ini adalah

observasi, wawancara dan d
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Caronavirus disease 2019 (CQ sehabkm oleh Virus SARS-Col
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Keschatan juga membuat Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease (COVID-19) berdasarkan rekomendasi WHO untuk
petugas kesehatan. (Saputra et al., 2020)

Coronavirus Desease-19 ini yang kemudian dikenal dengan Covid-19

bukanlah virus pertama yang melanda Indonesia, Selain virus HSN1 yang
menyebabkan penyakit flu burung juga virus influenza A HIN] yang




merupakan virus yang umunya menyebabkan flu kepada manusia pada tahun
mmsmmwtmmmmm
telah dikenal sebelumnya, covid-19 memiliki daya sebar vang jauh lebih

merespon covid-19. Pemerintah juga telah mengambil langkah kebijakan
untuk penanganan covid-19 dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa provinsi di Indonesia, dimana PSBR
ini adalah untuk melandaikan kurva dengan membatasi penyebarannya

Pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB atas persetujuan Menteri
Kesehatan dengan mengikuti Pedoman PSBB (Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 9 Tahun 2020). Ada 9 provinsi yang disetujui untuk melakukan PSBB




yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Banten. Sulawesi Selatan,

Sumatera Barat, Kalimanian Selatan dan Kalimantan Ulara,

D1 provinsi Sulawesi Selatan, dua kasus positif pertama diumumkan pada
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data  yang dikutip dari  website  resmi Kabupaten  Gowa
(https://owakab co id). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas
kesehatan Kabupaten Gowa tentang perkembangan kasus Covid-19 pada
periode bulan Maret hingga bulan April tahun 2021 terjadi penurunan angka
terkonfirmasi positif yang cukup signifikan, sedangkan angka kematian
bertambah 3 orang pada bulan April dengan total 76 orang meninggal
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Sebagai langkah antisipasi penularan covid-19 di Kabupaten Gowa,

Agar setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah kabupaten
Gowa berjalan dengan efektif maka kebijakan vang sudah dikeluarkan
disosialisasikan dan di implementasikan secara efektif pada setiap wilayah
vang ada di Kabupaten Gowa sehingga mampu menahan penyebaran
COVID-19 di tengah masyarakat, dan tentunya peran ini diambil alih oleh
satgas kabupaten Gowa selaku instansi yang berwenang dalam penananganan




COVID-19. Adapun implikasi dengan diterapkannya berbagai macam
kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Gowa mampu menahan penyebaran
Covid-19, dari yang awalnya angka masyarakat terpapar covid sebanyak S0%
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2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Implementasi
Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gowa?
C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat
ditetapkan tujuan penelitian, yaitu -




I. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan P -
Kabupaten Gowa. ganan - Covid-
2. Unwk mengetahui fakior pendukung dan penghambat Implementasi
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b.  Penelitian i diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan
kemda;n‘hak—pihnk-ym'gtwhildengnpme!ﬂhndm bahan referensi
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TINJAUAN PUSTAKA
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cksistensi dan atensi ekstra dan seluruh pihak terkait menjadi sangat
urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
bahaya penyebaran virus ini. Aspek Hukum Penanganan Penyebaran
(Covid-19) dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945,
tentang keschatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia,
dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat
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lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan ™18 menggambarkan perubahan paradigma yang
luar biasa, keschatan dipandang tidak lagi sekedar urusan prnibadi vang
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pembatasan sosial, penggunaan alat pelindung din, menjaga
kebersihan diri, bekerja dan belajar di rumah, menunda semua kegiatan
vang mengumpulkan orang banyak, pembatasan sosial berskala besar,
hingga kebijakan pemberlakuan kebijakan new normal, tidak akan
berjalan efekiif jika pemerintah tidak menyiapkan informasi yang




akurat terkait sumber dan penyebaran virus Corona serta
penanganannya.
©. (Sari, 2020) dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui
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menggunakan perangkat teknologi digital,

e. (Saputra et al, 2020) dalam Evaluasi Pedoman Penanganan Cepat
Medis dan Keschatan Masyarakat Temtang Coronavirus Discase
(Covid-19) di Indonesia menyimpulkan bahwa pedoman penanganan
cepat medis dan kesehatan masyarakat tentang Covid-19 di Indonesia
cukup dipahami oleh tenaga kesehatan, tetapi bagi masyarakat akan
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sulit dipahami karena beberapa istilah dalam materi yang ambigu dan
membingungkan orang awam. Pedoman tersebut cukup menarik bagi

it w PR AL thEEs

1 maupun privat. Adapun kebijakan
publik yang merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling
berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut
David Easton kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah
kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik adalah kebijakan
ymgdikamlmgtmulehbndmdmpajabuipunﬂimnh.hdnhakﬂmm}u




kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan
pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. (Nunsi, 2020)
Sedangkan pengertian kebijakan publik atau negara didefinisikan

menciptakan harmoni dari  pihak-pihak vang berkonflik, maupun
menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak vang
mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.
Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus,
karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan
meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997).
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Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk

mencapai twuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa
kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya

dengan pelaksanaan good governance, maka pelaksanaan kebijakan dapat

diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Konsistensi
Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan
kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada
prosedur dan norma yang berlaku.




2. Transparansi
Tmimempukwkdﬁmaksmnﬂsinfnmnimgpﬂm
diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak vang berkepentingan.
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membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan
pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

5. Partisipatif
Partisipasi masvarakal adalah keterhibatan dan peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat di samping
menopang  percetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan




baﬂampuk.padupmmswalmﬂkmﬁolmkimjnmdnﬁhdm
dapat ‘mampu imalisir jabg Partisinasi
masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik,

Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah

penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat pengunaan waktu, biaya,
manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya. (Ramdhani, 2017)

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kebijakan publik, maka

dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu




mmammummMuIehmmm
hiﬁnﬁkmpﬁnamhmukﬁdakmcmpmm}ammgmm
termasuk dalam bentuk kebijakan publik dengan tujuan untuk mengatur
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tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada
akhimya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan
menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan
tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai
dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai
batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. (Aneta,2010)
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Pendapat yang berbeda Wahab ( dalam Mustari, 2011) Implementasi
Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan
formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi

membandingkan hasil tes dengan standar vang ditetapkan. Pengukuran
bersifatkuantitatif. Evaluasi merupakan penilaian terhadap data vang
dikumpulkan 26 melalui kegiatan asesmen.

Evaluasi adalah pemlaian terhadap sesuatu . jadi dengan mudahnya
kata evaluasi itu harus dilengkapi dulu dengan objek yang dinilai Secara
garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap
kualitas sesuatu. Selain dan itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai
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S

proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat
diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Ramdhani &
Ramdhani, 2017). Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang
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1 kebi 1
ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal
tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan
vang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah
membenkan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan

proses pembuatan kebijakan vyang sedang berjalan. Ex-ante




ba:hagniupm’k:h‘ﬁahnymgada.ﬁvﬂuuiﬁpcﬁﬁjuga memberikan
analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.
2. Ongoing lLvaluation. Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan

2 s
an. Evalusi
7T\
pap—

E

model vang dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan dengan proses
implementasi kebijakan.
2. Evaluass Dampak. Evaluasi yvang berkaitan dengan hasil dan atau




Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil
kebrjakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Meta Evaluasi. evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan
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menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan
sinonim dan dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan
antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari
ongkos moneter Efisiensi biasanya ditentukan melalw perhitungan
biaya per unit produk layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas
tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.




¢. Perataan yang dimaksud adalah manfaat dan biaya dari kegiatan

terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

d. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu

4. Sosialisasi dalam Perspektif Kebijakan Publik
Didasarkan kepada uraian posisi sosialisasi dan nilai pentingnya
dalam proses kebijakan publik sebagaimana dijelaskan pada bagian
sebelumnya, maka sosialisasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai: "upaya
penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan

maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dan berbagai
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pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (rarget group)
agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan
sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut”. Dari pemahaman tersebut

QQ’J N PKAS ,S‘ 4
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isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat tersebut yang mana hal ini
merupakan penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah
dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan
menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dan pihak-pihak yang akan
terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi




atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar Jelas, rinci dan dapat
dipahami dengan mudah.

Ketiga, adanya kelompok sasaran atau dalam istilah lainnya disebut

berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan, Dengan
telah dilakukannya sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman
kepada pihak-pihak vang terkait, maka berbagai pihak tersebut akan memiliki
sikap dan tndakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk

menyukseskan implementasi kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan

perannya masing-masing. (Dian Herdiana, 2018)
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C.  Coronavirus Dieases (Covid-19)
1. Tinjauan Covid-19

Sebagaimana dikutip dani  hitps./www kemkes eoid  dalam

COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh

lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran
yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.Gejala
umum berupa demam >380C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada
orang vang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah
melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawatkontak
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erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan
ditakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan
diagnosisnya. { Pineleng et al., 2020)
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itu pemerintah  Kabupaten Gowa juga telah menggapgas berbaga
covid-19 di wilayahnya. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020,

Lebih lanjut sesuai dengan Sejalan dengan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Gowa
akan lebih gencar melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh




elemen. Mulai dari TNI/Polri, camat, desa/lurah, organisasi, tokoh
pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, masyarakat, pemuka agama,
tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh Stakeholder lainnya.
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sclama 14 hari terhadap ODP dan PDP dan keluarga pasien
Agar isolasi mandiri betul-betul berjalan dengan baik
Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan bantuan sembako.
¢) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 2 tahun 2020
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus melakukan
upaya dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran
virus corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Gowa serla
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mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Bupati
Nomor 25 Tahun 2020 tentang kewajiban menggunakan
masker dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
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sclama 24 jam oleh para petugas. D1 setiap tink akan
dilakukan pemeriksaan pada tiap kendaraan. Razia digelar
untuk memastikan pengendara dan kendaraannya dilengkapi
dengan 1zin administrasi hingga daerah tujuan yang
dimaksud.
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D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori
vang tertuang dalam tinjauan pustaka, vang menjadi acuan penelitian yang pada

| Terealisasinya Kebijakan Pemerintah Secara Efektif

E. Fokus Penelitian

Fokus penehitian ini tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan
Covid-19 di Kabupaten Gowa, menggunakan pendekatan Efektifitas, Efesiensi,




F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan
dideskripsikan seperti berikut;

dan penerapan protokol kesehatan dalam penangangan Cowid-19 di
Kabupaten Gowa.

5. Faktor penghambat adalah faktor vang menjadi penyebab tidak
tenimplementasikannya kebijakan Perda No 2 tahun 2020 tentang
wajib masker dan penerapan protokol kesehatan dalam penangangan
Covid-19 di Kabupaten Gowa.




BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

2010)

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan
terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam
memahami bahasa dan tafsiran mereka.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif yang dimaksudkan untuk

membenkan gambaran secara jelas mengenai masalah vyang ditehiti




berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan
diteliti terkait Sosialisasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten

d

T
“

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian im berdasarkan
purposive sampilng atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat
memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian terkait Evaluasi

Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.
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Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel. 3.1 Informan Penelitian

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan
dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait
dengan Evaluasi Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di
Kabupaten Gowa Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian imi
untuk memperoleh keterangan-keterangan data vang lebih akurat dan
untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dan kenyataan yang
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terjadi dilapangan dalam hal sosialisasi kebijakan penanganan Covid-19 di
Kabupaten Gowa

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan

NS

dikemukakan olch Miles dan Hurman dalam San (2019) Memibiki uga
langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data (Data Reducation)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan
memfokuskan pada hal yang penting Reduksi data juga berarti komponen
pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan
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membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus
2. Penyajian DatafData Display)
Penyajian data adalah b

2
| 6\,‘ PS iViUHA my
7 &

data meliputi wji
kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji comfirmability.
Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas
data yang dilakukan dengan teknik triangulasi Triangulasi merupakan
pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu
Dengan demikian terdapat tiga triagulasi dalam keabsahan data, yaitu
triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.




1. Trangulasi sumber
Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber vang
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Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dan |8 Kecamatan dan
167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau
sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya,




Bontolempangan, Tompobulo dan Biringbulu. Berikut tabel di bawah ini

mengenai luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Gowa 2018

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut di Kabupaten Gowa 2018

No. | Kecamatan Persentase
2

1. 4 1,61
2.
3. 4
4
5. .
6.
|7
8
9.
10. | P 9 .
1. | M
12. | Ti 1
13. | Tom £\
14. | Pangi
15. | Bunga 2
16. | Bontol A D F 56
17. [T 7.04
18. | Binngbulu 11,62
GOWA 188333 | 100,00
Sumber Gowa dalam Angks, 2019

Kabupaten Gowa terdin dan wilayah dataran rendah dan wilayah

dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 — 2800 m diatas permukaan air
laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa scbagian besar merupakan
dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen terutama di bagian tmur hingga

selatan  karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan
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Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe - Cindako.
Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan
tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilavah Kecamatan Parangloe,

2. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa dibentuk sesuai
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
440/5184/5J tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah. Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa ini




sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri Atas Ketua, Wakil Ketua,
Sekretariat, dan Tim Ahli, serta Bidang Tugas dengan tugas masing-masing

sesual dengan Surat Keputusan Bupati Gowa nomor 381/1X/2020,

a Virus Disease 2019

u/, =
/ //’//

LN B g

menyelesatkan  permasalahan dan  percepatan penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gowa,
6) Melaporkan pelaksanaan penanganan Corona Views Disease
2019 secara rutin hanan dan pada kejadian-kejadian mendesak

kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019,
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b. Wakil Ketua
Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut

"){

N
.////'uuv\\\\

percepatan penanganan Corona  Virus  isease 2019
Kabupaten Gowa;,
7) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan
penanganan (arona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gowa;
8) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan

percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, dan




9) Melaporkan pelaksanaan penanganan (orona Virus Discase
2019 kepada Bupati.
€. Sekretanat

mengimplementasikan pelaksanaan Corona  Virus  Disease
2019;

6) Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan
pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019.
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d. Tim Ahli
Tim Ahli Satuan Tugas Penanganan Corana Virus Disease 2019

(Covid-19) Kabupaten Gowa mempunyai tugas sebagai berikut

"'/L;

C
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Carona Virus Disease 2019 Kecamatan dan pihak-pihak terkait
lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-
hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan
dukungan dan Satuan Tugas Penanganan (orona Virus
Iisease 2019 Kabupaten Gowa;
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3) Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan

masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan
Corona Virus Disease 2019 dan disusun dalam rencana

berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 berdasarkan arahan satuan tugas
penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gowa,

2) Menkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di
wilayahnya untuk  mendukung pelaksanaan  kegiatan
Komunikasi Publik; dan




3) Mendiseminasikan informasi publik vang diterima danri Satuan

Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten

kepada kabupaten/ kota terkait upaya sosialisasi, edukasi, dan
mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/
kecamatan/ desa/ dan kelurahan, khususnya di wilayah-wilayah
vang menjadi prioritas;

4) Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat
kepada kecamatan, desa’ kelurshan untuk memastikan




kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/
desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik: dan
5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan

/; SIS TN
=%,

o
o L
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Tugas (Kabupaten) Penanganan Corona Virus Disease 2019
terkait penanganan kesehatan,

3) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan
pelaksanaan surveilans Corona Virus Disease 2019 sesuai
standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit
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4) Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan
Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019
Kabupaten melaksanakan testing PCR sccara masif, tracing
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8) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan
kegiatan penanganan Coroma Virus Disease 2019 yang
dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);




9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan (orona

Virus  Disease 2019 dengan unsur-unsur keschatan di

wilayahnya yang berada pada tataran kabupaten; dan

3) Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
secara berkala dan menutup sementara area publik yang
berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak

orang;
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4) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan
masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari
kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan

3) Memberikan dukungan penyediaan lenaga relawan bagi
bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan Corona Virus
Disease 2019 yang memerlukan;

4) Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Carona
Virus Disease 2019,

5) Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan,




6) Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan
capaian Bidang Relawan.

Adapun Susunan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease
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Bidang Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
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Penanganan Covid-19 di Kabuputen Gowa dilakukan secara terus menerus

untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Sebagai upaya tindak lanjut
dalam mencegah penularan yang masih terus mengalami peningkatan maka
pemerintah Kabupaten Gowa melalui instruksi dari pemerintah pusat tetap
melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, hal ini di anggap efekuf
dalam memutus mata rantai penulran Covid-19 di Kabupaten Gowa yang trennya
terus mengalami penurunan.




Saat ini, kasus Covid-19 di Kabupaten Gowa cukup stabil hanya saja testing
dan tracing belum dilakukan secara maksimal sehingga protokol kesehatan harus
dijalankan secara ketat, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan,

menjaga jarak dan menghindari kerumurfar

hasil, artinya pendekatan vang dipakai mengukur sebuah keberhasilan
kebijakan yang dilakukan pemerintah Gowa dalam penanganan persebaran
Covid-19 melalui Perda No 2 Tahun 2020, Efektivitas harus menjadi sebuah
kekuatan bagi orgamisasi agar mampu untuk menyesuaikan din pada
lingkungan yang berubah secars dinamis. Efektifitas sangat penting bagi
pemerintah untuk dijadikan sebagai indikator dalam melihat apakah sebuah
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kebijakan berhasil disosialisasikan dalam masyarakat. Sebuah kebijakan
apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan pemerintah sebagai pelayan
publik harus mengetahw kebijakan itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang

GF selaku Juru Bicara

]
llllll

disosialisasikan secara hepni d:hln.ngnn masymknt (Hasil wawancara
GF pada tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan

bahwa dengan dikeluarkanya perda No 2 Tahun 2020 tentang wajid masker
dan penerapan protokol kesehatan sudah membawa perubahan yang signifikan
dengan adanya beberapa program vang diterapkan ditengah masyarakat seperti
gerakan sejuta masker, gerakan disinfektan massal, swab massal dan hal-hal
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vang terkait dengan penanganan kasus Covid-19. Schingga jumlah kasus
covid-19 di Kabupaten Gowa semakin hari semakin menurun.

Selanjutnya pernyataan ini didukung oleh AL selaku Kasi Survailans

cogan jumlar
vt
AN AAEYL‘/
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Bencana Daerah IP juga berpendapat terkait sosialisasi kebijakan yang sudah
dilakukan dalam penanganan covid sebagai berikut:

“Efektivitas kebijakan ini dalam rangka memutus mata rantai pandemi
Covid-19 memang efektif, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah
PSBB yang sudah dilakukan mulai dari awal munculnya Covid-19.
pemberlakuan PSBB terus menerus dilakukan di tengah masyarakat yang
sampai saal ini masih terus berlanjut dengan istilah PPKM mikro,
Pemerintah daerah dalam hal ini bapak bupati Gowa sebagai kepala satuan
tugas, kemudian kami sebagai sekertans untuk di BPBD. Mulai dari awal
pembentukan gugus, kemudian berubah lagi sesuai dengan kepres yang
baru tentang Satuan tugas Penanganan Cowid-19. Sebagai pelaksana




satuan tugas penanganan Covid-19 di tingkat kabupaten kita tetap
melakukan koordinasi baik itu dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Denganm:lmatkmdisidmperkrmbmgmsaatirdmmangmm
penurunan jumiah kasus Covid-19, di dalam pemberlakuan beberapa
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Iermasuk kebijakan
pemerintah dacrah Kabupaten Gowa vaitu Perda No 2 Tahun 2020 yang

- ovid-19 ditengah masyarakat dan
hasilnya sudah efektif beg a8l dan koordmasi yang dilakukan
oleh pemerintah™. (Hasi gal 28 Mei 2021)

iS dapat menyimpulkan
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: pembuatan aturs
kemudian tidak di fo/iow up atau di pertegas maka dapat di pastikan bahwa
Perda itu tidak berjalan efektif. Kalau dari segi kebijakan yang dibuat itu
tujuannya sudah bagus tap: dan segi efektinya itu udak efekufl karena
pemerintah membuat aturan, kemudian dilapangan tidak terlalu i
pertegas. Jadi memang kalau dan segi efektif sih tidak efekuf karena ndak
ada penegasan dari aturan itu. Contoh real begini pada saat sweping
masker misalnya dilaksanakan tanggal 1-5, setelah tanggal terschut
seharusnya sweping ini terus berlanjut, namun setelah itu sudah tdak ada
penegasan dan pengawalan dan perda itu, seharusnya perda imi ferus
dikawal dan dipertegas bukan hanya pada waktu-wakiu tertentu saja. Sama
halnya saal ini, seandainya pemerintah benar-benar mau mengawal dan
mempertegas aturan ini harusnya jam 10 malam petugas berpatroli
Kemudian kembali lagi terkait dengan sosialisasi, bagaimana pemerintah




mensosialisasikan dan pahamkan kepada masyarakat Karena pemerintah
membuat aturan kemudian masyarakat tidak paham 1tu tidak akan berjalan
efektif. Mungkin pihak pemerintah melakukan sosialisasi tetapi hanya
pada tataran PNS, kmkmmpunmmhymgmmdan
kelihatannya tidak menyeluruh. Dan sosialisasi itu sangat perlu di lakukan

di kalangan masyarakat. Jadi, kesimpulannya kurang efektif. Karena, tidak
adnpmgnsanperdasmnm isahmasyarakat paling bawah, tidak ada
ketegasan aturan. Mema: gi konsep itu bagus cuman
realisasi vang tudak ad jakan™. (Hasil wawancara
MA pada tanggal
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harusnya dampak dan pmbaﬂakukan kebuakan ltu Juga harus di tahu
seperti ketika kebijakan PSBB otomatis semua masvarakat harus tinggal
dirumah dan otomatis kebanyakan masyarakat tidak mampu membenkan
nafkah pada keluarganya. Nah hal-hal vang seperti imi seharusnva
pemerintah sudah antisipasi namun nyatanya pemerintah lamban”. (Hasil
wawancara SH pada tanggal 15 Met 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan

bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya sampai pada
pembuatan kebijakan saja tanpa mempertimbangkan dampak dan kebijakan
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tersebut. Seperti halnya pemberiakuan PSSB, dampak dari kebijakan tersebut
belum menyentuh seluruh kepentingan lapisan masvarakat

2. Efisiensi

\\\\\\‘"h/ /
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Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa efesiensi dari segi anggaran dan sumber daya terbilang terbatas
walaupun adanya adanya refocusing, namun hal tersebut sudah Jumayan dapat
membantu menekan angka kasus yang saat ini memasuki zona hijau walaupun
ada kecenderungan naik.

Hal senada juga disampaikan AL selaku Kasi Survailans dan Imunisasi
[inas Kesehatan Kabupaten Gowa bahwa:
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“'Tpdmjl efisiensi dalam pelaksanaan ini, semua sarana dan prasarana
pemerintah  mendukung kita dalam hal pelaksanaan, Termasuk
memberikan fasilitas tempat untuk pelayanan public, pelavanan vaksinasi
mmkgumdaula_minyangadadiKahupnmnﬁmmJadimpmﬁim
peranannya pemeritah Kabupaten Gowa”. (Hasil wawancara AL pada
tanggal 9 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawa

is dapat menyimpulkan

memfasilitas: sarana dan

. S‘I?
§.}\_‘\“h._/_[‘//‘ ~

AN
tgas. P

IRELEN R

sampai ke desa-desa. Kita dipanggil untuk memberikan maten tentang
bagaiamana penanganan Covid-19, tentang kondisi penanganan Covid-19
di dacrah, terus apa vang harus kita lakukan, bagaimana jika ada vang
terpapar dia harus kemana, bagaimana isolasi mandirinya. Itu harus
dilaporkan ke satuan gugus tugas penanganan Covid-19 baik ditingkat
Kabupaten maupun tingkat provinsi”. (Hasil wawancara [P pada tanggal
28 Mex 2021)

Berdasarkan hasil wawancam di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa terkait dengan efektif dan efesiensi itu dimaksimalkan, mulai dar

adanya refocusing anggaran, pengalihan anggaran dilakukan secara maksimal.
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Serta sosialisasi tetap dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Stakeholder
mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai ditingkat kabupaten/kota.
Pendapat yang berbeda disampaikan SH selaku masyarakat vang

sehingga masih banyak yang kurang mengerti dani kebijakan tersebut sehingga

hasilnya masih terlalu banyak masyarakat yang melangear protokol kesehatan.

Selanjutnya hal ini juga disampaikan salah satu tokoh masyarakat MA

yang menyampaikan bahwa:

“Saya rasa tidak efisien, apalagi berbicara terkait dengan anggaran,
Contoh misalnya di desa, semua anggaran di desa itu di alihkan untuk
penanganan covid-19. Tap dana desa yang masuk itu tidak ada
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pengaruhnya ke masyarakat yang terdampak. Kita selalu di suruh menaati
aturan, akan tapi tidak ada bantuan jadi saya rasa tidak efisien. Dana
penanganan Covid-19 perdesa itu sekitar 15 juta untuk anggaran Covid
tmmkpmhmgmnp@.munjuschlmghhukiulihmadaymg
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Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa terkait dengan

“Jika ditinjau dari segi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Gowa
dalam hal penanganan penyebaran Covid-19 yaitu Perda No 2 Tahun 2020
Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan maka sudah
bisa dikatakan pemerintah sudah responsiv. Karena dan awal pemeritah
sudah ikut menerapkan aturan yang dikelvarkan oleh pemerintah pusat
sampai  pada dikeluarkannya perda tersebut. Pemerintah sudah
memperhatikan kebutuhan masyarakat disaat pandemi ini. Selain itu
faktanya dari data yang dilihat setelah penerapan Perda kondisi sekarang
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sudah mulai landai dibandingkan dengan awal-awal tahun 2021 dan itu
berkat dan sosialisasi yang sudah baik yang dilakukan oleh satuan tugas
untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahava dari
Covid-19 im". (Hasil wawancara GF pada tanggal 28 Mei 2021 )

Berdasarkan hasil wawancara (di atas penulis dapat menyimpulkan
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langsung, hal ini merupakan bukti responsif pemerintah dalam menangani
Covid-19 di Kabupaten Gowa, agar tujuan dari penerapan kebijakan tersebut
dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SH yang mengatakan bahwa:

“Responsivitas dan pemerintah Gowa memang terkesan kurang
maksimal dalam melihat persoalan Covid-19 karna kenapa ketika awal
pandemi seluruh daerah yang ada di indonesia khususnya Kabupaten
Gowa itu tidak langsung membuat sebuah kebijakan dalam pencegahan
Covid-19 buktinya Perda No 2 Tahun 2020 itu adalah produk hukum vang




terbilang lama dikeluarkan pemerintah Kabupaten Gowa dalam
penanganan Covid-19. Perda ini dikeluarkan di bulan Oktober padahal
Covid-19 sudah ada di bulan Maret 2020, yang mana scharusnya
pemerintah  Kabupaten Gowa harus responsif melihat persoalan ini
.Akll:atnya pemerintah Ka!:tupa:m Gowa akhtrn}ra ku'w&lahan dalam
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dan pemerintah dan selurubh srakeholder terkait dalam penanganan Covid-
19. Hal imi dapat dilihat dan adanya keterlibatan OPD (dinas terkait),
kementrian lain, termasuk TNI/Polri dalam mendukung pemerintah
Kabupaten Gowa dalam menangani pandemi Covid-19. Faktor pendukung
lainnya adalah dikeluarkannya perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib

masker dan pencrapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi dukungan dan
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payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan

penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat dalam memutus mata rantai

penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol keschatan secara ketat

Senada dengan itu juga disampaikan IP selaku Kepala Badan
penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa yang menyampaikan
bahwa:

“Banyaklah termasuk teman-teman, aparat di lapangan. Karena ini kita
berbicara bukan individu. Disini kita berbicara tentang satuan tugas
mulai dari pada awal dibentuknya gugus tugas, kemudian sekarang
dibentuk yang namanya satuan tugas. Satuan tugas ini masing-masing
ada tugasnya, apa, siapa dan berbuat apa mereka di lapangan. Jadi
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termasuk TNI/Polri dibantu oleh beberapa OPD yang memang punya
perhatian untuk ikut turut terlibat, dan itu bergerak serentak. Jadi kita
membuat posko sampai ke desa, dan itu merupakan kebijakan
pemerintah daerah untuk membentuk posko di lapangan. Dan sampai
sekarang ini masih berlanjut dan belum berakhir”, (Hasil wawancara
[P pada tanggal 28 Mei 2021)

dihadapi oleh pemerintah dan seluruh komponen terkait terkhusus satuan

tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa. Adapun yang menjadi
faktor penghambat dalam sosialisasi kebijakan penanganan Covid-19
seperti yang dikemukakan oleh GF Selaku Juru Bicara Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa terkait dengan faktor penghambat

penanganan kebijakan Covid-19 yang mengatakan bahwa:




“Penghambatnya dan masyarakat itu sendini, vang tidak langsung mau
paham dan patuh. Perlu waktu untuk memahamkan dan membuat
mereka patuh akan hal itu”. (Hasil wawancara GF pada tanggal 28 Mei
2021)

Dari hasil wawacara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa

()] {ir i P‘l %
teman pemgas awal—awul ndak herplkir kesitu. Tapi i kita butuh
testing, dan dalam rangka pelaksanaan PSBB itu syaratnya kita harus
menjamin secara ekonomi, karena mereka itu diisolasi. Ada beberapa
zona-zona di mana zona merah ditutup, zona hitam ditutup untuk
jangan sampai keluar, tapi itu syaratnya pemerintah harus menaggung
selama 14 hari selama pemberlakuan PSBB dan it wajb.
Pemberlakuan PSBB itu bukan cuman serta-merta, karena itu harus
diusulkan dan diajukan ke provinsi, provinsi yang ajukan ke pusat
kemudian dari kementrian kesehatan baru bisa, kalau tidak disejutui
kita tidak boleh terapkan, dan dengan ketentuan ada syarat vang harus
dipenuhi. (Hasil wawancara IP pada tanggal 28 Mei 2021)




Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan

penanganan Covid-19 bukan hanya persoalan sumber daya namun lebih

kepada masalah keterbatasan afiggatan vang mana dalam penerapan

enjamin secara ekonomi

.\L\

a0y
¥ 4%

membanty

) L bl
1)

it

e fuﬁ_’\\"‘..
jl i W

19 di Kabupaten Gowa adalah banyaknya paramedis vang terpapar dan

Juga anggaran yang terbatas seria terbatasnya jumlah vaksin dan ungkat
kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam menerpkan protokol
kesehatan,
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penanganan Covid-19 di Kabuputen Gowa dilakukan secara terus menerus

untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Selain membentuk gugus

yang sudah dikeluarkan dan diterapkan sebagai upaya penanganan Covid-19
yaitu Perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol
kesehatan dan peraturan bupati nomor 25 tahun 2020 tentang kewajiban
penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran corona virus diseases 2019
sebagal dasar untuk pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan resiko

penularan Corona virus diseases 2019.




Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kebijakan
tersebut dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur efektifitas,

efesiensi, responsivitas seluruh komponen terkait dalam mendukung upaya

menyimpulkan  bahwa

dikeluarkanya Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan
Penerapan Protokol Kesehatan khususnya di Kabupaten Gowa itu sudah
menjadi langkah awal yang efektif dari pemerintah karcna dengan
adanya kebijakan imi semua pihak dan instansi terkait dapat melakukan
penanganan Covid-19 dengan baik. Hal ini juga terlihat dengan adanya

tren penurunan jumlah kasus terkonfirmasi maupun tingkat kematian
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akibat pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik
di bawah 1.

Grafik 4.1 Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Gowa
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angka kematian menunjukkan ada penambahan angka kematian dan
bulan Januari ke bulan Februari. Sedangkan angka kesembuhan terjadi
peningkatan dari Januari ke Februari sebanyak 914 orang vang
dinyatakan sembuh.

Pada periode bulan Maret hingga bulan Apnil tahun 2021 terjadi
penurunan angka terkonfirmasi positif yang cukup signifikan, sedangkan

angka kematian bertambah 3 orang pada bulan April dengan total 76




orang meninggal sedangkan pada bulan Maret sebanyak 73 orang

Angka kesembuhan mengalami peningkatan secara terus menerus setiap

bulannya.

baik. sosialisast ini juga di dukung dengan keikutsertaan bagian Humas
pemenintah Kabupaten Gowa yang berada di bawah naungan Kordinasi
dinas infokom yang mengelola akun media sosial (/nstagram) sebagai
sarana (Media) untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah yang ada

di kabupaten Gowa,




Meskipun demikian tidak bisa dipungkini bahwa masih ada celah

dari sebuah aturan yang belum menyentuh seluruh kepentingan

masyarakat. Seperti tidak semua masyarakat memaham arti penting dari

Efesiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan
untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendckatan ini juga
mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah
Kabupaten Gowa dalam pembentukan sampai dalam pengawalan sebuah
kebijakan.
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Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat
menyimpulkan bahwa efesiensi dari kebijakan penanganan Covid-19 di

Kabupaten Gowa berdampak terhadap besarnya anggaran vang

l//’ulw\\\\

informasi terkait dengan penanganan Covid-19. Sehingga masvarakat
bisa lebih cepat mengetahui tren perkembangan/penurunan kasus Covid-
19 yang ada di Kabupaten Gowa.

Adapaun refocusing anggaran Kementrian/Lembaga dan Pemda
sesual dengan instruksi Presiden kepada seluruh kementrian/lembaga

untuk melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan
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sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Saat ini
telah ada beberapa kegiatan yang direfokuskan sehingga dananya dapat

direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19, antara lain

pada periode darura ¥ clakukan penyesuaian
alokasi TKDD

Refocusing dan Realokasi APBD
Kabupaten Gowa

43.44 4322

17.08 17.02
- - 99.60% 2.78 1.86 66,98% 95.50%

Penanganan Penanganan dampak  Penyediaan jaring
Kesehatun Ekanomi pengaman sosial

Rp Miliar

W Pagu ®Realisasi ®Penyerapan
Sumber: Kajian Regional Fiskal Sulawesi Selatan, 2020




Penanganan keschatan merupakan program prioritas Kabupaten
Gowa untuk Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

dengan capaian Output 844 UKM di Kabupaten Gowa.

Pada program prioritas penyediaan jaring pengaman  sosial
merupakan klaster yang memiliki alokasi anggaran yang paling besar
diantara ketiga klaster PC-PEN Kabupaten Gowa tahun 2020. Pada
klaster im, pemerintah Kabupaten Gowa menganggarkan dana sebesar
Rp. 43.44 miliar dengan realisasi mencapai Rp. 43.22 miliar atau 90,50

persen dan pagu. Anggaran tersebut dialokasikan pada kegiatan belanja
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pemberdayaan masyarakal kelurahan dengan capaian/output sebanyak

4.600 kepala keluarga dan bantuan sembako sebanyak 20.600 kepala

keluarga.

keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai
penyelenggaraan pendidikan inkluif. Responsivitas ditujukan untuk
mengetahui  hasil rencana, kebijaksanaan sesual dengan referensi,
keinginan dani target. Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam

pelayan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara
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terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelavanan
sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan.
Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh

pemerintah untuk mengenali a kebutuhan dalam menyusun

sebush agends dan sl / \
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donesia khususnva di
Kabupaten Gowa yakni penyebaran Covid-19 pemerintah Kabupaten
Gowa menerapkan beberapa kebijakan seperti PSBB, mengeluarkan
peraturan bupati nomor 25 tahun 2020 tentang kewajiban penggunaan
masker dalam pencegahan penyebaran corona virus diseases 2019 dan

Perda No 2 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol
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kesehatan yang dimana ini dapat menekan penurunan angka penyebaran
Covid-19 di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat

serta munculnya lonjakan pengangguran akibat adanya pembatasan
sosial di masyarakat. Hal ini tentu berdampak secara ekonomis dalam
kehidupan masyarakat sehari-schari.

Namun secara keseluruhan upaya vang dilakukan pemerintah
Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa patut

kita apresiasi dan kita dukung seluruh kebijakan yang di keluarkan oleh
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pemerintah Kabupaten Gowa. Sebab berdasarkan hasil pengamatan dan

wawancara vang dilakukan penulis dengan pihak terkait tingkat

kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan cukup
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Covid-19 di  Kabupaten

pemerintah dan seluruh srakeholder terkait dalam penanganan Covid-19.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat

menyimpulkan bahwa adapun faktor pendukung dalam Implementasi

kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa tidak terlepas dari

peran serta masyarakat, kementrian/lembaga pemerintah, OPD (dinas

terkait), TNI/Polri termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam




penanganan Covid-19. Dukungan seluruh komponen tersebut menjadi
satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam mendukung

pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memutus mata

2) Faktor Penghamba

Faktor penghambat adalah faktor yvang menjadi penyebab tidak
tenimplementasikannya kebijakan penangangan Covid-19 di Kabupaten
Gowa. Berdasarkan Hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat
menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat dan implementasi
kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa adalah banyaknya

paramedis yang terpapar dan juga anggaran yang terbatas serta
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terbatasnya jumlah vaksin dan tingkat kepatuhan masyarakat yang
berbeda-beda dalam menerapkan protokol kesehatan.




kurangnya sumberdaya manusia pada proses penanganan Covid-19.

Hal ini terlihat dari penggunaan dana yang besar untuk penanganan
Covid-19 belum berdampak secara maksimal terhadap masyarakat
secara umum dan tidak terserap secara optimal terhadap pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Serta pembuatan posko yang bersumber dari
dana desa juga tidak efektif dan efisisen, terlihat dari posko

penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan kurangnya petugas
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! bahkan tidak ada petugas yang berjaga sebagai salah satu basis
informasi penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Yang mana posko itu seharusya digunakan sebagai pusat koordinasi,

kementrian/lembaga pemerintah, OPD (dinas terkait), TNI/Poln
termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan
pandemi Covid-19. Dukungan seluruh komponen tersebut di atas
menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam

mendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam

memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
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5. Faktor penghambat Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di
Kabupaten Gowa adalah banyaknya paramedis yang terpapar dan juga
anggaran vang terbatas serta terbatasnya jumlah vaksin dan tingkat
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